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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul ‚Analisis Sad Al-Dhari>‘ah Terhadap Perkawinan 

Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota 

Surabaya) ‛ adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 

1) Bagaimana praktek perkawinan bawah tangan di Kelurahan Ujung Kecamatan 

Semampir Surabaya? 2) Bagaimana analisis Sad Al-Dhari>‘ah Perkawinan Bawah 

Tangan (Studi Kasus Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Madya 

Surabaya ? 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi. Setelah data terkumpul,  data  diolah  dan  dianalisis  dengan  

metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh 

kesimpulan yang khusus dan dianalisis dengan Sad ad-dhari<’ah. 

       Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dari hasil penelitian disimpulkan 

bahwa peraktik perkawinan bawah tangan pada masyarakat di Kelurahan Ujung 

Kecamatan Semampir Kota Surabaya layaknya pernikahan pada umumnya, 

peraktik  Perkawinan bawah tangan dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan 

Islam, yaitu terpenuhi rukun dan syarat. Yang membedakan dalam peraktik adalah 

pernikahan itu tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan 

Agama (KUA), tetapi hanya mendapatkan selembar kertas dari tokoh masyarakat 

sebagai bukti telah menikah (surat pernyataan akad nikah) 

       Analisis Sad Al-Dhari>‘ahterhadap peraktik perkawinan bawah tangan pada 

masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya : Tidak 

diperbolehkan praktek perkawinan bawah tangan jika itu dilakukan justru akan 

menimbulkan banyak madhorot dikemudian hari, diantara madhorot dari 

perbuatan tersebut adalah bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status 

anak yang dilahirkan dianggap sebagai  anak  tidak sah. Konsekuensinya, anak 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, kaidah fikih 

menggunakan meninggalkan keburukan lebih diutamakan dibanding meraih 

kebaikan. 

Menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam 

melakukan pencatatan perkawinan pada orang-orang yang melaksanakan 

perkawinan. Sehingga masyarakat tidak terjerumus pada praktik nikah yang tidak 

tercatat. Dan hendaknya tokoh agama membantu pemerintah memberikan 

penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


